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RINGKASAN 

Kekuasaan kehakiman dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pengaturan di atas menunjukkan posisi 

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasan tertinggi dari peradilan-peradilan 

dibawahnya, sehingga Mahkamah Agung mempunyai tanggung jawab besar 

dalam menjaga keseimbangan antar kekuasaan dan menjaga prinsip independensi 

peradilan sebagai prinsip utama negara demokrasi. Mahkamah Agung secara 

yuridis mempunyai kewenangan di bidang yudisial dan non yudisial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 24A Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kewenangan yang dimaksud, yaitu : Pertama, memeriksa dan memutus 

permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan 

peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 

Kedua, Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap 

undang-undang; Ketiga, Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden 

dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. Kewenangan Mahkamah Agung dalam 

memeriksa dan memutus permohonankasasi merupakan fungsi Mahkamah Agung 

sebagai puncak tertinggi dari peradilan-peradilan dibawahnya. 

Walaupun Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi dari peradilan-

peradilan dibawahnya tetap ada pembatasan kewenangan tersebut yang diatur oleh 
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Undang-Undang dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan 

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh 

pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum 

dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung 

kecuali terhadap putusan bebas”. Pintu pembatasan alasan permohonan kasasi 

tersebut menjadi terbuka dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI 

No : M. 14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman 

Pelaksanaan KUHAP pada butir 19 dalam lampiran keputusan Menteri 

Kehakiman dan Putusan No : 114/PUU-X/2012 tertanggal 26 Maret 2013. 

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Keputusan tersebut telah menghilangkan 

hak terdakwa untuk memperoleh kebebasan secara hukum sebagaimana yang 

terkandung dalam Pasal 244 KUHAP, yang esensi dari Pasal tersebut bertujuan 

untuk memberikan perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum bagi 

terdakwa dalam proses peradilan pidana. 

Terbukanya pintu upaya kasasi atas putusan bebas perkara pidana membawa 

dampak permasalahan yang menarik untuk diulas dengan tujuan dari penelitian 

ini, yaitu dapat ditemukan dasar-dasar filosofis kewenangan Mahkamah Agung 

dalam upaya hukum kasasi atas putusan bebas perkara pidana tersebut, ditemukan 

keberadaan judex juris berubah menjadi judex factiedalam upaya kasasi atas 

putusan bebas perkara pidana, dan dipahami dampak legitimasi upaya kasasi atas 

putusan bebasterhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No : 114/PUU-X/2012 
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tertanggal 26 Maret 2013 tersebut yang menimbulkan konflik norma dalam UU 

MA. Hasil dari penelitian ini membawa manfaat secara teoritis maupun praktis. 

Manfaat dari segi teoritis dapat menjadi masukan untuk pengaturan kewenangan 

dan konsep Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi perkara pidana atas 

putusan bebas. Sedangkan secara praktis memberikan Sumbangan pemikiran bagi 

Mahkamah Agung dalam peranannya sebagai pemutus perkara, serta sumbangsih 

pemikiran bagi legislatif dan pemerintah dalam membuat aturan terhadap 

pembaharuan atau perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pertama, 

Pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach) dilakukan dengan menelaah 

semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang dibahas dalam penelitian ini. Hal ini membuka kesempatan bagi penulis 

untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-

undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-

Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, yang mana hasil dari 

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu dalam penelitian 

ini; Kedua,Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) yaitu : pendekatan 

yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum. 

Penelitian akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang 

dibahas oleh penulis dalam penelitian ini; Ketiga, Pendekatan kasus (case 

approach) yaitu pendekatan dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang 
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berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini yang telah menjadi 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  

Penelitian ini menyimpulkan putusan bebas merupakan penghargaan hak-

hak tersangka/terdakwa sebagai subyek bukan obyek, sehingga upaya kasasi atas 

putusan bebas yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi hukum acara yang 

menghasilkan keadilan, kepastian dan kemanfataan hukum bagi 

tersangka/terdakwa, korban dan keluarga korban. Perlindungan hak bagi terdakwa 

perlu diciptakan mengingat proses panjang yang telah dilewati oleh terdakwa 

mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada putusan yang 

termasuk dalam sistem peradilan pidana atau “Criminal Justice Process”.Sistem 

peradilan pidana ini khususnya putusan bebas dalam upaya hukum kasasi 

diharapkan dapat memenuhi 10 (sepuluh) asas sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

yaitu : Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun, Asas 

praduga tak bersalah, Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan 

rehabilitasi, Hak untuk memperoleh bantuan hukum, Hak kehadiran terdakwa di 

muka pengadilan, Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan 

sederhana, Peradilan yang terbuka untuk umum, Pelanggaran atas hak-hak warga 

Negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus 

didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis), 

Hak seorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang prasangkaan dan 
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pendakwaan terhadapnya, serta Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan 

putusannya. 

Beberapa uraian di atas menjadikan sistem peradilan pidana dapat berjalan 

dengan baik dan tidak menjadi sesat, apabila sistem hukum yang meliputi 

:“Struktur, substansi, kultur hukum, profesionalisme dan komitmen” dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Simpulan penelitian ini mendorong agar legislatif 

dan Mahkamah Agung dapat mempertahankan dan menentukan serta 

memasukkan kembali frase putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 

244 KUHAP dengan melakukan pembaruan dan perubahan dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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SUMMARY 

The Judicial Power Justice is based on Article 24 Paragraph (2) of The 1945 

Constitution Of The Republic Of Indonesia which stated :”The judicial power 

shall be implemented by a Supreme Court and judicial bodies underneath it in the 

form of public courts, religious courts, military tribunals, and administrative 

courts, and by a Constitutional Court”. That article shows the position of the 

Supreme Court as the holder of the highest power for the courts below it, so that 

the Supreme Court has a great responsibility in maintaining the balance between 

power and maintain the principle of judicial independence as the main principle of 

democracy. The Supreme Court has the judicial authority in the field of judicial 

and non-judicial as regulated in Article 24A Constitution of the Republic of 

Indonesia Year 1945. The authority in question, namely : First, examine and 

decide upon cassation, the dispute related to authority of adjudicate and judicial 

review of a court’s verdict which has been legally binded; Second, testing 

legislation under the law against the law; Third, Providing legal considerations to 

the President for clemency and rehabilitation. The authority of the Supreme Court 

in examine and decide a cassation are form of Supreme Court’s function as the 

highest peak of these courts below it. 

Although the Supreme Court as the highest peak of these courts remain 

underneath the authority limits set by law under the Constitution of the Republic 

of Indonesia Year 1945 as regulated in Article 244 of Regulation No. 8 of 1981 on 

Law of Criminal Procedure, stated :"Against the criminal case verdict given on 

the last level by courts other than the Supreme Court, the accused or the public 
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prosecutor may request the examination of a cassation to the Supreme Court 

except against the acquittal". The door of cassation’s limitation that mentioned 

before being opened by the availability of the Decree of Justice Minister No: 14-

PW.07.03 M. dated December 10, 1983 On Supplementary Guidelines on 

Criminal Procedure in point 19 in the appendix of Minister of Justice’s Decree 

and the Verdict No: 114 / PUU-X / 2012 dated March 26, 2013. the Constitutional 

Court and the Decree has eliminated the right of the accused to obtain legal 

freedoms as contained in Article 244 Criminal Procedure Code, which actually 

that article aims to provide legal protection, justice, and legal certainty for the 

defendant in the proceeding of criminal court. 

The open opportunity to attempt a cassation against the acquittal of the 

criminal case has brought an impact which is an interesting issues to be reviewed 

with the purpose of this study, which can be found philosophical underpinnings of 

the authority of the Supreme Court in cassation against the decision of criminal 

cases, found that the presence of judex facti-judex juris in an effort of cassation 

against the acquittal of criminal cases, and to understand the impact of the 

legitimacy of cassation efforts against the acquittal of the Constitutional Court 

decision No: 114 / PUU-X / 2012 dated March 26, 2013. The results of this study 

bring benefits theoretically and practically. The benefit in terms of theoretically 

can be as suggestion for governing authority and the concept of the Supreme 

Court in cassation criminal case on acquittal. While benefit in terms of practically 

give thought for the Supreme Court in its role as a breaker of the case, and that 
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ideas for the legislature and the government in making the rules on the renewal of 

the Act No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure. 

The approach used in this study is the first, approach to law (Statute 

Approach) is done by examining all laws and regulations relevant to the legal 

issues addressed in this study. This opens up an opportunity for writers to learn is 

there consistency and compatibility between a law with other laws or the laws and 

the Constitution or between regulation and legislation, which results from the 

study that is an argument for resolving the issue in this study; Second, Conceptual 

Approach (Conseptual Approach), namely: approaches depart from the views and 

doctrines that exist in the science of law. The study will find ideas that gave birth 

to notions of law, legal concepts and principles of law that are relevant to the legal 

issues discussed by the authors in this study; Third, the approach to the case (case 

approach), namely: the approach is done by examining the cases related to the 

issues addressed in this study who had become a court decision which has had 

permanent legal force. 

The study concluded the acquittal is an appreciation of rights for 

suspects/defendants as subjects rather than objects, so that the efforts to attempt 

cassation against the acquittal which is regulated in Law No. 8 of 1981 on the 

Law of Criminal Procedure Code became procedural law that create fairness, 

certainty and beneficial legal for suspects / defendants, victims and their families. 

Protection of the right for a defendant need to be created considering the long 

process which has been through by the accused from the inquiry, investigation, 

prosecution until the decision which are included in the criminal justice system or 
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"Criminal Justice Process". The criminal justice system is particularly acquittal in 

cassation is expected to meet 10 (ten) principles as stipulated in Law No. 8 of 

1981 on the Law of Criminal Procedure Code, namely: Equal treatment before the 

law, without any discrimination, principle of presumption of innocence, the right 

to obtain compensation (compensation) and the rehabilitation, the right to obtain 

legal assistance, defendant’s right to present before the courts, freedom judiciary 

and is done quickly and simply, Judicature that is open to the public, Violations 

againts the rights of citizens (arrest, detention, search and seizure) should be based 

on law and carried out with a warrant (written), right of a suspect to be given an 

assistance on related to prejudice and prosecution against him, as well as the 

obligation of the court to control its decision. 

Some of the description that stated above describe that the criminal justice 

system can run well and not be misguided, if the legal system that includes: "The 

structure, substance, legal culture, professionalism and commitment" can run 

properly. The conclusions of this study encourage the Supreme Court and the 

legislative to be able to maintain the acquittal by renewing the Act No. 8 of 1981 

on the Law of Criminal Procedure. 
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ABSTRACT 

This dissertation entitled "The Constitutional Court Related Authority of the 

Supreme Court of Cassation In Acquittal on Criminal Case" The research in this 

dissertation concern the practice article 244 the Law of Criminal Procedure, 

Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M. 14-

PW.07.03 dated December 10
th

 1983, jurisprudence, and the Constitutional Court 

decision No. 114/PUU-X/2012 dated March 26
th  

2013 raised legal issues 

regarding the philosophical basis of the authority of the Supreme Court, setting 

cassation against the acquittal of criminal case and the acquittal impact in the law 

of criminal procedure againts existence of the Supreme constitution verdict No: 

114 / PUU-X / 2012 dated March 26
th 

2013. Approach used is normative research 

methods to approach law (Statute approach), Conceptual approach (Conseptual 

approach), and the approach to the case (case approach). This research concluded 

that acquittal is the protection of the rights of suspects / defendants as subjects not 

an objects that need to be protected reffered to Pancasila point 2, article 28 D 

paragraph (1) Constitution of Republic Indonesia and article 95 paragraph (1) and 

artickle 97 Paragraph (1) the Law of Criminal Procedure. Sothe acquittal need to 

be maintained and raised in Amendment Act No. 8 of 1981 on the Law of 

Criminal Procedure.There is a conflict of norm or contradictory in cassation on 

the acquittal in the Supreme Court Act between Article 30 appropriate with article 

253 paragraph (1) the Law of Criminal Procedure with article 50 paragraph (2) 

and article 52 Supreme Court Act, so its appropriate if changes rule in the 

Supreme Court Actby deleting Article 50 paragraph (2) and Article 52 the 

Supreme Court Act. 
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